ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau
badan yang sifatnya paksaan, pungutannya harus berdasarkan Undang-Undang
dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pengadilan pajak
masih menjadi suatu problematika ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini
disebabkan oleh karena kedudukan daripada pengadilan pajak itu sendiri.
Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika kedudukan pengadilan pajak di
Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya
kejelasan terhadap kedudukan pengadilan pajak di Indonesia. Penelitian ini
menghasilkan Pertama, pengaturan pengadilan pajak diatur secara berbeda dengan
dibentuknya UU HPP serta masih terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya
Kedua, kedudukan pengadilan pajak dalam praktik ketatanegaraan Indonesia ialah
masih belum jelas, meskipun ditinjau dari tolak ukur subyek dan obyek.
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ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity
that is coercive in nature, the levy must be based on the law and does not receive
direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest
prosperity of the people. However, the tax court is still a constitutional problem in
Indonesia. This is due to the position of the tax court itself. The problems of this
research include the dynamics of the position of the tax court in Indonesia. This
type of research is a normative legal research with a statutory and conceptual
approach, where this research was conducted with the aim of providing legal
arguments as a basis for the importance of clarity on the position of the tax court
in Indonesia. This study resulted in First, the tax court arrangements are
regulated differently from the establishment of the HPP Law and there are still
overlaps with other regulations. Second, the position of the tax court in
Indonesian constitutional practice is still unclear, although in terms of subject
and object benchmarks.
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